
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun
2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 ten tang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

tentang
Republik

Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);



12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2011 ten tang Perubahan Bentuk Hukum Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan
Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi
Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2017 Nomor 13);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 5 Tahun 2021 tentang' Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor09);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13
Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 13);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 80 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 80)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 107 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah berupa uang dan/ atau barang milik
daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat
hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai
modal/ saham.

6. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang
menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha
bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ke tiga
dengan suatu imbalan tertentu.

7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Selatan yang selanjutnya disingkat PT. BPD Kalsel adalah
badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh
Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara
langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang
dipisahkan.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGPELAKSANAANPENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTANSELATANTAHUNANGGARAN2022.

MEMUTUSKAN:

Tanah Bumbu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 107);



Mekanisme atau prosedur pencairan hasil usaha dan
pertanggungjawaban pelaksanaan Penambahan Penyertaan
Modal Daerah oleh Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022
pada PT. BPD Kalsel dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

PasalS

BABIV
HASILUSAHADANPERTANGGUNGJAWABAN

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2022.

(2) Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ikatan perjanjian
Penyertaan Modal Daerah.

(3) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Kalsel dapat
dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan
Daerah.

Pasal4

BABIII
TATACARAPENYERTAANMODAL

(I) Penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Daerah pada
PT. BPD Kalsel sampai dengan Tahun 2021 sebesar
RpS4.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).

(2) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan
Modal Daerah pada PT. BPD Kalsel tahun anggaran 2022
sebesar RpS.OOO.OOO.OOO,OO(lima miliar rupiah).

Pasal3

BABII
NILAIPENETAPANPENYERTAANMODAL

(l) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Kalsel bertujuan
untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan pertumbuhan
perekonomian Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Kalsel
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi
perusahaan.

Pasal2
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RAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

AZHAR

6 tesember 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa16

BABV
KETENTUAN PENUTUP


